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Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Kawasan tanpa
Asap Rokok di Provinsi Sulawesi Tengah
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Abstrak: Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kebijakan kawasan tanpa asap rokok
(KTR) di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari data primer (observasi) dan sekunder Analisis data
kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan faktor
yang memengaruhi kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) telah mengalami kemajuan signifikan. Namun, masih
terhambat oleh kurangnya data terukur dan alat pemantauan yang efektif. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum
yang lemah dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan. Sehingga, keberhasilan kebijakan KTR sangat
bergantung pada komitmen dan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya.
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Pendahuluan

Asap rokok memberikan dampak negatif bagi seluruh masyarakat, khususnya di
Indonesia. Oleh karena itu, dari data yang dihimpun Kementerian Kesehatan
(Kemenkes)Republik Indonesia bahwa lebih dari 40 persen perokok dunia meninggal
karena penyakit paru-paru, seperti sakit kanker, sakit pernapasan kronis, dan sakit TBC,
dan sebanyak 3,3 juta perokok akan meninggal karena penyakit ini. Ini termasuk orang
lain yang terpapar asap rokok, termasuk kematian lebih dari 60.000 anak balita akibat
infeksi saluran pernapasan bawah akibat asap rokok, (Kemenkes, 2019).
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Data persentase perokok di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
yaitu berjumlah 28,62 persen pada tahun 2023. Sebelumnya, jumlah tersebut meningkat
0,36 persen pada tahun 2022 yaitu sebesar 28,26 persen (Sumber: BPS RI, 2023).

Ironisnya, secara persentase bahwa sebanyak 75 % bahaya dari asap rokok berasal
dari perokok pasif (dari para pengguna rokok) karena terpapar asap rokok secara
langsung. Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif ternyata memiliki setidaknya 4000
senyawa kimia, 400 zat berbahaya seperti Sianida, Tar, Arsenik, Benzene dan berbagai zat
berbahaya lainnya (Kemenkes, 2018).

Kebijakan kawasan tanpa asap rokok (KTR) telah di atur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 115 ayat 2,
menyebutkan bahwa mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR di
wilayahnya. Selain itu, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia juga memiliki
kewenangan untuk membuat peraturan KTR berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, (Sumber:
UU RI No. 36 Tahun 2009).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan menyebutkan bahwa dilaksanakannya pengamanan rokok bagi
kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit yang diakibatkan penggunaan rokok.
Selan itu, dalam peraturan tersebut juga menyebutkan adanya tindakan yang dialkukan
oleh pihak Pemerintah yaitu tersedianya tempat khusus untuk perokok yang terpisah dari
ruangan tanpa rokok, peranan masyarakat untuk mewujudkan Kawasan Bebas Asap
Rokok (KTR), dan diterapkannya pengawasan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan agar para perokok tidak sembarang tempat untuk merokok (Yuliani, 2022).

Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok (KTR), meskipun memiliki banyak manfaat,
namun masih menghadapi beberapa kendala, yaitu seperti kurangnya kesadaran
masyarakat, di mana masih begitu banyak masyarakat yang belum memahami
pentingnya menjaga kesehatan dan khususnya kebijakan KTR. Selain itu, masih adanya
perlawanan dari industri rokok, di mana sampai saat ini justru Rokok terjual dengan
secara bebas di berbagai toko/kios dan secara tidak lanhgsung hal itu menghambat
implementasi KTR (Yuliani, 2023). Kemudian, adanya kelemahan dalam penegakan
hukum untuk menertibkan pelanggaran KTR yang dilakukan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan
Tanpa Rokok bahwa merokok merupakan perilaku yang berdampak negatif terhadap
kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat atas lingkungan yang sehat, perlu ditetapkan kawasan tanpa rokok yang
mengikat semua lembaga penyelenggara dan individu pemapar asap rokok pada wilayah
kawasan tanpa rokok di Provinsi Sulawesi Tengah (Widati, 2022).

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sulawesi Tengah bahwa persentase penduduk
berumur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir menurut
provinsi (persen) tahun 2021 yaitu 29,77%. Tahun 2022, persentase penduduk berumur 15
tahun ke atas yang merokok tembakau mengalami penurunan yaitu 29,04%. Sedangkan,
pada tahun 2023 persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau
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mengalami penurunan signifikan yaitu 28,28% (Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2023).

Kebijakan kesehatan merupakan seperangkat aturan, rencana, dan tindakan yang
diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu
dalam masyarakat. Tujuan utama kebijakan kesehatan khususnya Kawasan Bebas Asap
Rokok (KTR) yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah
penyakit, dan memberikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan. Namun, ternyata
dengan adanya kebijakan pun tidak cukup untuk menerapkannya sesuai ketentuan dalam
kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok (KTR).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sudah secara bersama-
sama melakukan berbagai upaya untuk dapat menerapkan kebijakan Kawasan Bebas
Asap Rokok (KTR). Namun, keberadaan regulasi dari masing-masing daerah di Indoensia
tersebut dinilai masih kurang (O’donnell, 2020). Apalagi, kebijakan Kawasan Bebas Asap
Rokok (KTR) di Provinsi Sulawesi Tengah yang di mana pun kita berada selalu bertemu
dengan para perokok aktif. Jangankan di tempat-tempat layanan kesehatan, seperti
puskesmas atau rumah sakit masih saja didapati para perokok aktif yang secara diam-
diam atau sembunyi-sembunyi untuk merokok. Bahkan, saat ini sudah tidak terlihat lagi
adanya ketersediaan tempat khusus yang diperuntukkan bagi para perokok (Kaplan,
2019).

Terdapat dua komponen faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan: aspek isi
kebijakan (content of policy) dan aspek lingkungan pelaksanaan (conteks of policy). Aspek
isi kebijakan terdiri dari enam faktor, pertama, seberapa penting isi kebijakan untuk
kelompok sasaran atau target group, kedua, jenis manfaat yang diterima oleh target
group, dan ketiga, seberapa besar perubahan kebijakan yang diinginkan. Keempat,
apakah lokasi program sudah tepat, dan kelima, apakah sebuah kebijakan telah
menjelaskan secara rinci siapa implementornya. Keenam, apakah program memiliki
sumber daya yang memadai (“SMOKE-FREE OUTDOOR AREAS COULD REDUCE
HEALTH RISKS,” 2021). Sementara itu, elemen lingkungan kebijakan terdiri dari tiga hal:
kekuatan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat dalam implementasi
kebijakan. Kedua, karakteristik rezim dan institusi yang berkuasa. Ketiga, tingkat
kepatuhan dan respons kelompok sasaran, (Marilee S. Grindle, 1980 dalam Subarsono,
2005: 93).

Berdasarkan observasi penelitian, faktor yang memengaruhi kebijakan Kawasan Bebas
Asap Rokok (KTR) di Provinsi Sulawesi Tengah dilihat pada aspek isi kebijakan (content of
police) bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkannya kebijakan
tersebut ke dalam regulasi daerah namun kurang tegasnya pihak Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah dalam menerapkan isi regulasi tersebut. Selain itu, ketidakberdayaan
pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menekan pengurangan jumlah
perokok aktif (Aryoko, 2021). Pemberlakuan kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok (KTR)
yang hanya di tempat-tempat yang telah ditentukan seperti tempat layanan Puskesmas
dan Rumah Sakit.

Aspek lingkungan implementasi (conteks of police) yaitu kurang baiknya strategi yang
digunakan untuk mengendalikan pemasaran dari penjualan rokok secara bebas. Selain itu,
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sasaran dari kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok (KTR) yaitu masyarakat (perokok
aktif) yang sangat kurang memahami ketentuan dalam regulasi tersebut. Berdasarkan
kedua aspek tersebut Penulis menentukan judul penelitian yaitu faktor yang
mempengaruhi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Provinsi Sulawesi Tengah (Liu,
2021).

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hal
tersebut didasari untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kebijakan Kawasan Bebas
Asap Rokok (KTR). Oleh karena itu, adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan
yaitu bersifat non interaktif (Sansone, 2019). Hal tersebut di dasari pada konteks yang
diteliti yaitu kebijakan KTR yang di mana saat ini proses kebijakan tersebut mengalami
kegagalan dalam penerapannya kepada masyarakat.

Penelitian kualitatif non-interaktif, juga dikenal sebagai penelitian analitis, adalah
jenis penelitian yang berpusat pada analisis dokumen. Daripada menghimpun,
mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data, peneliti mencoba
menjelaskan ide, kebijakan, dan peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung
diperoleh dari sumber data manusia, (Satibi, 2017:190).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari data primer
(observasi) dan sekunder (Perda KTR dan dokumen lainnya). Penelitian ini berlokasi di
Provinsi Sulawesi Tengah, dengan memilih beberapa lokasi yang menjadi Kawasan Tanpa
Asap Rokok (KTR) seperti perkantoran, Rumah Sakit/Puskesmas untuk mengkaji jalannya
kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR).

Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
Miles dan Huberman, yang didasarkan pada paradigma positivism (Boderie, 2024).
Analisis data ini didasarkan pada penelitian lapangan tentang apakah ada satu atau lebih
situs. Setelah memahami lokasi penelitian, data dimapatkan atau dijelaskan dalam
matriks. Peneliti mulai menganalisis apakah temuan tersebut termasuk dalam
membandingkan, melihat urutan, atau menelaah hubungan sebab-akibat dengan
menggunakan matrik yang dipetakan, (Satibi, 2017:215).

Hasil dan Diskusi

Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara sebagai penghasil tanaman
tembakau terbesar di dunia. Indonesia berada di peringkat keenam sebagai negara
penghasil tembakau terbesar di dunia setelah negara Cina, Brazil, India, USA, dan
Malawi. Selain itu, di beberapa daerah penghasil tembakau di Indonesia yaitu terdapat di
daerah Temanggung, Magelang, dan Jawa Timur serta Lombok (Boderie, 2023).

Berdasarkan data dari hasil temuan di lapangan, yang di mana sebagai bahan
perbandingan saja dari para perokok yang berada di Indonesia untuk wilayah perkotaan
dengan yang berada di pedesaan. Berikut persentase penduduk yang menjadi perokok
aktif, yaitu:

Tabel 1. Persentase Penduduk yang Merokok Menurut Wilayah

Daerah Tempat Tinggal Persentase Penduduk yang Merokok Tembakau
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2021 2022 2023
Perkotaan 27,47 26,27 26,87
Perdesaan 30,97 30,96 31,09

(Sumber: Data Sekunder, 2024)

Tabel 1 tersebut di atas, data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun
terakhir (Tahun 2021-2023) persentase penduduk yang merokok di wilayah pedesaan jauh
lebih banyak ketimbang persentase penduduk yang merokok di wilayah perkotaan.
Banyaknya penduduk yang merokok di wilayah pedesaan disebabkan mudahnya
masyarakat mendapatkan dan menikmati rokok yang dijual secara bebas dan juga mudah
untuk dapatkan oleh masyarakat. Selain itu, hal tersebut disebabkan masyarakat desa
yang kurang mendapatkan edukasi akan bahayanya dari merokok (Morris, 2024).

Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) di Provinsi Sulawesi Tengah sudah ada
dan diterapkan sejak tahun 2019 sampai saat ini tahun 2024. Di awal munculnya kebijakan
tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan upaya pelarangan pada
para perokok aktif di berbagai tempat-tempat umum seperti perkantoran, sekolah, rumah
makan, dan rumah sakit/puskesmas (Bommelé, 2022). Penerapan yang dilakukan cukup
baik saat itu, di mana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama beberapa OPD
terkait melakukan penyebaran informasi melalui sosialisasi secara langsung. Disisi lain,
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan himbauan tentang dampak
negatif dari mengkonsumsi rokok. Bahkan, saat itu pihak Dinkes Provinsi Sulawesi
Tengah menghimbau masyarakat lainnya yang tidak merokok untuk memakai masker
saat berada di tempat-tempat umum. Data persentase masyarakat yang merokok di
Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di
bawah ini yaitu sebagai beriku:

Tabel 2. Persentase Penduduk yang Merokok Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 3

Tahun terakhir
Tahun Persentase Penduduk yang Merokok
2021 35,57%
2022 31,64%
2023 30,64%

(Sumber: Data Sekunder, 2024)

Berdasarkan Tabel 2., di atas, menunjukkan bahwa proses kebijakan Kawasan Tanpa
Asap Rokok (KTR) yang di terapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah
terlaksana. Di mana data yang dihimpun dari fakta di lapangan bahwa persentase
masyarakat yang merokok mengalami penurunan. Tahun 2021, persentase penduduk
Provinsi Sulawesi Tengah yang merokok tembakau yaitu sebesar 35,57%. Tahun 2022,
jumlah persentase masyarakat yang merokok menurun yaitu sebesar 31,64% dan pada
Tahun 2023, persentase masyarakat yang merokok kembali mengalami penurunan yaitu
sebesar 30,64%.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
yaitu dengan adanya Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang KTR
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menjadi dasar dari terbitya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2014
tentang KTR melakukan upaya seperti susunan Satuan Tugas (Satgas) KTR, melakukan
Inspeksi dan pengawasan KTR serta melakukan koordinasi antara SKPD terkait dan
memberikan pelatihan yang diadakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk
KTR.

Tindakan yang telah dilakukan Pemeirntah Provinsi Sulawesi Tengah sudah
semaksimal mungkin.. Pasal 2, pada peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 06
Tahun 2014 tentang KTR menyebutkan bahwa terdapat lokasi atau tempat-tempat yang
dijadikan sebagai wilayah khusus Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) seperti fasilitas
layanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah dan
angkutan umum serta tempat umum lainnya (Yin, 2023). Artinya, pihak Pemerintah telah
menegaskan bahwa tempat-tempat yang dimaksudkan tidak boleh atau melarang adanya
para perokok aktif berada di sekitar tempat tersebut.

Tempat-tempat yang dijadikan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) telah
melakukan upaya pemberitahuan seperti pemasangan baliho/spanduk yang bertuliskan
Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR). Selain itu, telah dihimbau kepada para pegawai atau
orang yang khusus ditugaskan menjalankan kebijakan tersebut untuk menegur secara
langsung kepada orang-orang yang merokok di tempat tersebut.

Discussion

Kebijakan publik bersifat dinamis dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan
kebutuhan masyarakat. Tantangan dalam implementasi kebijakan sering kali muncul dari
kurangnya partisipasi publik. Selain itu, kebijakan publik sebagai alat penting dan utama
bagi pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu faktor yang memengaruhi kebijakan
publik yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan hasil yang relevan dan
dapat diterima.

Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) sebagai upaya penting untuk
menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh masyarakat. Adanya dukungan
dari pihak pemerintah, masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten, maka tujuan
kebijakan dapat dicapai, khususnya melindungi kesehatan individu dalam hal ini mereka
yang tidak merokok.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasa penelitian merujuk pada konsep
teori yang digunakan bahwa faktor yang memengaruhi kebijakan publik oleh Marilee S.
Grindle, (1980) dalam Subarsono, (2005: 93) meliputi 2 aspek yaitu aspek isi kebijakan
(content of police) dan aspek lingkungan implementasi (conteks of police).

Aspek isi kebijakan (content of police) Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) di Provinsi
Sulawesi Tengah yaitu berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang KTR. Sesuai isi Perda, bahwa
sasaran kebijakan KTR yaitu tempat-tempat yang ditentukan sebagai KTR telah
memasang berbagai atribut informasi seperti spanduk/baliho. Pemasangan atribut
tersebut, tidak hanya sebagai informasi bagi masyarakat melainkan juga sekaligus sebagai
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tanda larangan tidak merokok di kawasan tersebut.

Manfaat kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) bagi masyarakat secara umum
yaitu untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Selain itu, pada pasal 15 Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Bebas Asap
Rokok (KTR) menyatakan bahwa setiap masyarakat wajib ikut serta untuk memelihara,
meningkatkan kualitas udara yang sehat, dan bersih serta bebas dari asap rokok. Namun,
manfaat yang diterima masyarakat tidak seimbang dengan ketersediaan sarana Kawasan
Tanpa Asap Rokok (KTR) seperti ruangan khusus bagi perokok. Padahal, dalam pasal 12
ayat 2 telah menyebutkan tempat khusus untuk merokok harus memenuhi persyaratan
seperti ruang terbuka, terpisah dari perkantoran/sekolah/ruang utama dan ruang lain,
berada jauh dari pintu masuk dan pintu keluar serta berada jauh dari tempat orang
berlalu-lalang.

Perubahan yang dinginkan dari kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) yaitu
terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat untuk masyarakat. Selain itu, dengan
adanya kebijakan tersebut persentase penduduk yang merokok di Sulawesi Tengah
mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (Tahun 2021-2023).

Letak program kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) secara teknis masih
kurang tepat. Di mana instansi daerah yang dikhususkan Kawasan Tanpa Asap Rokok
(KTR) telah menerapkan dilingkungan kerja tersebut. Namun, hal itu sesuai fakta di
lapangan masih terdapat perkantoran yang belum memasang spanduk Kawasan Tanpa
Asap Rokok (KTR).

Berdasarkan pasal 21 ayat 2 peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01
Tahun 2019 tentang KTR menyebutkan pihak-pihak yang terkait sebagai pelaksana
kebijaka tersebut yaitu Pemerintah, Masyarakat dan keanggotaan Satuan Tugas KTR yang
terdiri atas Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Pimpinan
dan Pejabat Struktural setiap Perangkat Daerah sebagai anggota serta unsur Pimpinan dan
Pejabat Struktural setiap Instansi vertikal sebagai anggota. Selain itu, kondisi sumber daya
dari program kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) telah memadai, baik itu
anggaran dan juga SDM yang berkompeten.

Aspek lingkungan implementasi (conteks of police) kebijakan Kawasan Tanpa Asap
Rokok (KTR) yaitu di mana kondisi lingkungan masyarakat yang kurang edukasi dan
juga masih banyaknya serta secara bebas penjualan rokok. Sehingga, membuat
lingkungan masyarakat dari kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) masih kurang
baik. Namun, keberadaan dari kebijakan tersebut masih mengalami kendala pada
implementasinya seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya
KTR, yang menyebabkan masih adanya masyarakat yang merokok di tempat-tempat yang
menjadi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR). Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan
ini, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan penegakan hukum yang lebih ketat.
Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam memberikan informasi, mengingatkan
pelanggar, dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang.

Pasal 13 ayat 3 pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun
2019 tentang KTR bahwa pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar kebijakan
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tersebut dilakukan beberapa tahapan. Sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran
tertulis, penyitaan rokok dan wadah yang digunakan, penyitaan alat peraga iklan serta
pencabutan izin usaha.

Simpulan

Faktor yang memengaruhi kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) yang
dimulai dari tingkat pusat hingga daerah kabupaten/kota serta pedesaan telah mengalami
kemajuan signifikan Meskipun adanya kemajuan, tetap dalam pelaksanaannya kebijakan
KTR masih terhambat oleh kurangnya data terukur dan alat pemantauan yang efektif. Hal
ini mengakibatkan penegakan hukum yang lemah dan ketidakpatuhan masyarakat
terhadap peraturan. Sehingga, keberhasilan kebijakan KTR sangat bergantung pada
komitmen dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat,
dan lembaga terkait. Tanpa adanya kerjasama yang solid, upaya untuk mengurangi
jumlah perokok aktif dan melindungi perokok pasif akan sulit dicapai.
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